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Pedoman wawancara ombudsman 

Nama  : 

Jabatan  : 

1. Bagaimana mekanisme penggunaan anggaran penyelesaian laporan? 

2. Bagaimana cara melapor ke ombudsman dan persyaratan apa saja yang 

harus dimiliki? 

3. Peristiwa seperti apa yang bukan kewenangan ombudsman atau jenis 

laporan seperti apa? 

4. Apakah semua daerah pernah melapor ke ombudsman? 

 

Pedoman wawancara instansi 

Nama  : 

Jabatan  : 

Instansi : 

1. Apakah instansi bapak/ibu pernah dilaporkan ke ombudsman? Tindakan 

apa yang dilakukan terhadap laporan tersebut? 

2. Bagaimana tanggapan saudara mengenai hasil saran/keputusan yang 

dikeluarkan oleh Ombudsman? Sudah baik atau tepatkah hal tersebut? 

 

Pedoman wawancara pelapor  

Nama  : 

Instansi terlapor : 

1. Berapa lama laporan anda diproses dan diselesaikan oleh Ombudsman? 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai ombudsman? 

 
 


